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PUTUSAN
Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 25 Agustus 1984, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggat di
Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Bengkulu, pada tanggal 18 Februari 1985, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggat di
Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis
ke Pengadilan Agama Curup dengan surat gugatannya bertanggal 9 April
2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada
tanggal 9 April 2021 dengan Register Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Crp. yang

dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:;
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum’at di
Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 17 Oktober 2003
sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
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711/04/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 Oktober 2003;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah
Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru
selama 2 (dua) hari, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di
Kelurahan Air Putih Lama sampai akhirnya berpisabh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga
selama lebih kurang lebih 16 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama;
a. ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2004;
b. ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2010,
dan sekarang ke 2 (dua) orang anak tersebut di asuh dan tinggal
bersama Tergugat;
C. ANAK KE-3, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2017,
dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun,
namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan;
a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat
sering pergi bersama dengan wanita idaman lain tersebut, ketika
Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat
dan Tergugat mengakui jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain
tersebut;
b. Selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat
selalu mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tidak bisa
mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti ketika Penggugat
memasak Tergugat sering mengatakan jika masakkan yang

Penggugat masak tersebut tidak enak. Bahkan Tergugat juga
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melarang Penggugat pergi keluar rumah bersama teman-teman
Penggugat; (melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F);
C. Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) hari
lamanya bersama teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat tidak
pernah memberi kabar kepada Penggugat. Ketika Penggugat
menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat
Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugat sering marah kepada
Penggugat dengan mengatakan nama-nama binatang;
d. Ketika terjadi perselisihan Tergugat pernah menyakiti badan
atau jasmani Penggugat, seperti Tergugat pernah memicit tangan
Penggugat hingga berwana biru, bahkan Tergugat juga pernah
mengancam mengusir Penggugat dari rumah dan mengatakan ingin
berpisah dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
20 September 2020, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada
Tergugat jika Penggugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat dan kasihan juga dengan anak-anak jika
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Tergugat menolak
keinginan dari Penggugat tersebut, bahkan Tergugat langsung marah
kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat
mengatakan jika itu keinginan dari Tergugat lebih baik Tergugat
kembalikan saja Penggugat kerumah orang tua Penggugat, karena
Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut,
semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat
dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedangkan Tergugat di rumah orang
tua Tergugat di Kelurahan Air Putih Lama,;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada
upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari
pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak

berhasil;
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8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu
Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan
mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim
yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan
keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Crp.
yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut pada tanggal 14 April 2021 dan tidak ternyata ketidakhadiran
Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah
menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi
tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat

dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat,
Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 711/04/X/2003 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang
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Lebong tertanggal 18 Oktober 2003, yang telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua
Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda P. di

sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah
mendengar keterangan dari saksi | nama SAKSI KE-1, umur 29 tahun,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di
Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara
terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat
sampai pisah;

- Bahwa Saksi selaku saudara kandung sering datang ke rumah
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun mulai ribut sejak setahun yang lalu;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi kurang tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat namun setiap bertengkar Tergugat selalu berbicara kasar dan
menghina Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat ada laki-laki lain padahal
setahu Saksi Tergugatlah yang sudah memiliki perempuan idaman
lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam)

bulan yang lalu;
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- Bahwa pada saat itu Tergugat langsung menyerahkan Penggugat
kepada Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup
lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat tinggal dengan Saksi Tergugat masih
sering datang dan ribut dengan Penggugat karena masalah anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat menyatakan ingin
bercerai dengan Penggugat;

Saksi Il: SAKSI KE-2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan
sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa rumah Saksi di sebelah rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat
sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar ketika mereka serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena
Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat kepada Adik kandung
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dipulangkan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu,
dan setelah pisah Tergugat masih sering datang ke rumah Adik
Penggugat dan ribut dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat berteriak dan
marah-marah pada Penggugat sekitar jam 12 malam;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan
saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar
Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa
alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan

menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha
agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun
tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya
perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan
Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya
dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu
berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk
membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis
causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan

sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan
Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh
Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya

akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. bermeterai cukup
dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1)
dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula
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membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat
perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak tahun 2020
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena
Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing
bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI KE-1)
menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sudah memulangkan Penggugat dan tidak mau
lagi berumah tangga dengan Penggugat dan sejak 6 (enam) bulan lebih
yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal
bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pihak
keluarga termasuk Saksi selaku saudara kandung Penggugat telah
berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI KE-2)
menerangkan bahwa Saksi tahu Tergugat sudah mengembalikan
Penggugat kepada keluarga Penggugat dan sejak 6 (enam) bulan lebih
yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal
bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat
saat ini dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah Adik kandung Penggugat
dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut
cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan
keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh
karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama
Penggugat (SAKSI KE-1) Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah
rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya
“perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat,
bahkan sejak 6 (enam) bulan lebih yang lalu hingga sekarang Penggugat
dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah rumah antara
Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan
adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan
pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat
(SAKSI KE-2) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan
Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan
dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak 6 (enam)
bulan lebih yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi
tinggal bersama, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan
adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan
pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya
perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada
harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi
adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling
bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim
berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah

memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat
formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya,
sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak
melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan
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perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim
berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan
Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat
catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak
yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah

talak satu bain shughra;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang
perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

4, Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;
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5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam;

6. Pasal 149, 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309
R.Bg;

7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di
Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan

perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 26 April 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami
Nidaul Husni, S.HI, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Curup sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag, S.E. dan
Syamdarma Futri, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diuc apkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Tri Wahyono, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E Nidaul Husni, S.HI, M.H
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Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H.M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00.
2. Proses Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Rp. 150.000,00.
4. PNBP panggilan Rp. 20.000,00.
5. Redaksi Rp. 10.000,00.
6. Meterai Rp. 10.000,00.
Jumlah = Rp. 295.000,00.

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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